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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan  

1.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

uraian sebelumnya, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian bahwa 

Notaris dikualifikasi sebagai orang yang turut serta melakukan dan turut 

melakukan pembantuan perbuatan tindak pidana pencucian uang apabila 

Notaris memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang 

tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU. 

Dalam turut serta melakukan perbuatan pidana apabila Notaris juga 

melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 55 KUHP mengenai turut serta 

melakukan yaitu Notaris melakukan perbuatan berupa kerja sama yang 

disadari dengan pengguna jasa/klien yang merupakan pelaku utama tindak 

pidana pencucian uang dengan adanya kehendak bersama antara Notaris dan 

pelaku utama tindak pidana pencucian uang. Serta dalam melakukan 

kejahatan tindak pidana pencucian uang, Notaris dan pelaku utama harus 

bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. 

Notaris dikualifikasi sebagai orang yang turut melakukan 

pembantuan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 56 KUHP 

apabila Notaris sengaja memberikan bantuan pada saat tindak pidana 

pencucian uang dilakukan dan/atau Notaris sengaja memberikan 

kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana 

pencucian uang yang dilakukan oleh pengguna jasa/klien sebelum 

dilakukannya tindak pidana tersebut. Tindakan yang dilakukan orang yang 

membantu melakukan yaitu Notaris hanya untuk membantu pelaku utama 

tindak pidana pencucian uang yaitu pengguna jasa/klien untuk mencapai 

kehendaknya, tanpa memiliki tujuan sendiri.  

2.  Terkait Notaris tidak mengetahui bahwa dana yang digunakan klien dalam 

melakukan perbuatan hukum dan perjanjian dengan menggunakan jasa 

Notaris adalah dana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang, negara 

memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris mengenai hal tersebut. 
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Walaupun tidak disebutkan secara jelas atau tertulis di dalam undang-

undang mengenai perlindungannya, tetapi melalui penafsiran umum bahwa 

negara memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait hal 

tersebut. Terkait salah satu profesi yang wajib melaporkan transaksi 

keuangan mencurigakan dengan melakukan pengenalan jasa terlebih 

dahulu, undang-undang PPTPPU memberi perlindungan kepada pelapor 

dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik secara perdata maupun 

pidana. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam 

uraian sebelumnya, maka dapat diajukan saran penelitian, sebagai berikut: 

1. Disarakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk membuat 

undang-undang yang memberi ukuran yang lebih jelas mengenai 

transaksi keuangan mencurigakan sehingga profesi-profesi yang 

diwajibkan untuk melapor dapat lebih mudah dan lebih optimal dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Disarankan kepada Notaris, untuk lebih berhati-hati dalam 

melaksanakan transaksi dengan pengguna jasa terkait dengan tindak 

pidana pencucian uang sehingga sebagai salah satu profesi pemberantas 

tindak pidana pencucian uang dapat terlaksana dengan optimal dan 

tindak pidana pencucian di Indonesia pun dapat dicegah dan 

diminimalisir. 
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